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Buku yang diberi judul, 'nspek Hukum Administrasi dalam Hukum
Merek ' membahas masalsh sistem pedindungan hukumnya- Saat ini,
Indonesia menggunakan sistem yang dinamakan stelsel konstitutif yang
didasa*an padalrst tofle system. Karena di Indonesia menggunakan
sistem yang dinamakan lrsr b frle system' maka keberadaan bukti
adanya hak merek menjadi sangat penting, Terbuldi, Direktorat Jenderal
memberikan Sertifikat Merek sebagai bukti adanya hak atas /merek.
Karena keberadaan Sertifikat Merek tersebut sangBt p€nting, maka
pemahaman mengenai karakteristik dari Sertifikat Mer€k sangat p€nting,
terutarna dsri p€rspektif hukum administrasi.
Matcri yang disajikan dalam buku ini tidak terlalu banyak topik
pembahasannya. Hanya ada 3 topik pembahasan. Disajikan dengan
sederhana dengan tujuan, trnhrk memudahkan pembaca dalam
memahami isinya. Materi yang dibahas antara lain:1. Bab I. Hukum
Merek dan Hukum Administasi Indonesiai 2. Bab IL Aspek Hukum
Administrasi dalam Hukum Merek; 3. Karalceristik Sertifikat Merek
sebagai Keputusan Tats Usaha Negara.
Buku ini dipersembahkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum
dan pemcrhati masalah hukum merek khususnya mahasiswa yang
mendapad<an mata kuliah Hukum Administasi Negara. Kajian
I
teori hukum merek ini diterbitkan dengan tujuan, untuk memberikan
kemudahan kepada mahasiswa dalam memahami dan memperdalam
ilmunya selain yang diperoleh lewat perkuliahan. Kalau mahasiswa hanya
mengandalkan kemampuan mendengarkan dari penjelasan dosen ketika
kuliah sesewaktu mungkin bisa lupa. Tetapi kalau dilengkapi dengan
literatur yang tersistematis seperti yang ada didalam buku ini mahasiswa
menjadi semakin diperkaya lagi. Karena itu, dengan adanya buku ini,
mahasiswa bisa mempertajam kajian soal hukum merek. Karena teori-
teori yang ada didalam buku ini bisa dipelajari secara berulang-ulang.
Tetapi tidak berarti tidak ada kekuarangarmya. Tentunya saran dan kritik




TIUKTJM MEREK DA}{ HUKUM ADMIMSTRASI
INDOIIESIA
1, Pendahuluan
Dahulu, Aristoteles mengeluarkan suatu filsafat yang berbunyi
tle energt of the mind is the essence of life /, yang dapat diterjemahkan
secara bebas menjadi "tenaga pemikiran adalah inti dari kehidupan".
Di sini dapat dilihat seberapa besar seorang AristotFles menghargai
pemikiran seorang manusia. Bahkan ia yang dikenal sebagai salah satu
filsuf terbesar sepanjang masa itu menyetarakan keberadaan pemikiran
manusia tersebut dengan hidup manusia itu sendiri.
Hal tersebut di atas sangat dapat dimaklurni, karena Tirhan
memberikan akal, rasq karsa, dan budi kepada manusia untuk
membedakan manusia dari seluruh makhluk ciptaan-Nya yang lain.
Dari sinilah diperoleh dasar pemikiran perlunya suatu perlindungan
atas hssil karya manusia yang didasarkan atas akal, rasa, dan karsa, yakni
perlindungan atas hak kekayaan intelektual. OK. Saidin dalam bukrmyd
t Aristoteles. dikut$ dari website dengan alamat wwri'.brainyquote.
com/quotes/authors/a/aristode-6htrnl. Dibuka pada tanggrl 29 Marct 2OlO
'OK. Saidin. ,4spet Hukum Hak Ktkayaan Intelektual (brtdlectual
Property Rights) , Ed. Revisl. Rajawalt Pers.Iakarte" 2M7, h, 9.
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